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BAB Ⅰ  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat, 

membangun perekonomian yang makmur dan sejahtera, melakukan berbagai kerja 

sama dengan negara maju, hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara 

lainnya. Indonesia pun tidak ketinggalan dengan melakukan kesejahteraan, 

melalui berbagai kebijakan otonomi daerah yang nantinya pemerintah akan terus 

melakukan berbagai kewenangan hingga tercapainya satu tujuan. Otonomi daerah  

pada dasarnya yakni penyerahan atas wewenang aktivitas pemerintahan dari 

pemerintah pusat terhadap pemerintah wilayah otonomi hal tersebut disebutkan 

pada UU nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah dengan hal ini dapat leluasa 

membuat keputusan maupun kebijakan bagi daerahnya (Kamaroellah, 2017). 

Otonomi daerah Indonesia dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah 

daerah dapat lebih memerhatikan masyarakatnya, dengan diberikan kewenangan 

tersebut pemerintah daerah lebih efisien dalam menampung berbagai aspirasi 

masyarakat hingga dalam membentuk strategi pembangunan akan lebih 

mementingkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ristanti (2017) otonomi 

daerah diharapkan mementingkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sehingga di 

masa yang akan datang kemakmuran dapat lebih terjamin.  
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 Indonesia melaksanakan otonomi daerah dengan maksud agar sektor 

publik dapat menjadi tumpuan dalam menaikkan kemampuan, daya guna serta 

responsibilitas. Masing-masing daerah telah mendapat bantuan dari pemerintah 

pusat, namun dengan adanya otonomi daerah ini daerah  dituntut agar menemukan 

berbagai macam alternatif pemasukan lainnya.  Agar dapat memanfaatkan dana 

publik berdasar kepentingan dan juga aspirasi masyarakat. Kontribusi investasi 

dari swasta dan berbagai perusahaan milik daerah dapat menjadi pemicu penting 

dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (Christia et al, 2019). 

 Implikasi otonomi daerah menyerahkan berbagai wewenang kepada 

pemerintahan daerah selama mengurus serta mengendalikan bermacam perihal 

yang berkaitan dengan daerahnya. Salah satu wewenang yang sangat wajib bagi 

pemerintah daerah juga ialah mengelola finansial daerahnya. Pengelolaan 

keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, dapat efektif 

dan efisien, serta bertanggung jawab dengan mementingkan beberapa aspek 

keadilan bagi seluruh masyarakat (Tonu et al, 2015). 

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu yang ikut menggunakan 

implikasi otonomi daerah ini. Karena pada dasarnya otonomi daerah dilaksanakan 

dengan mementingkan asas yaitu, semua warga negara memiliki hak yang sama, 

pengambilan keputusan dilakukan dengan adil, pengakuan atas segala potensi 

yang dimiliki, dan berbagai keragaman yang terdapat di daerah (Hidayat, 2017).   

 Diberikannya keleluasan terhadap pemerintah dalam mengatur keuangan 

daerah, dalam hal ini pemerintah Sumatera Selatan melakukan tindakan agar dapat 
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menaikkan penerimaan bagi daerah sebagai wujud dari pertanggung jawaban 

terhadap masyarakat. Peningkatan penerimaan yang diterima oleh pemerintah 

daerah ini nantinya akan digunakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerah. 

Semakin berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka daerah 

dapat dikatakan telah mampu serta berhasil dalam melakukan peningkatan 

pendapatan daerahnya (Suci dan Asmara, 2014). 

 Meningkatnya pendapatan daerah maka akan pula menaikkan anggaran 

bagi belanja daerah. Dengan kenaikan belanja bagi daerah maka pemerintah akan 

lebih memusatkannya terhadap peningkatan sarana maupun prasarana baik secara 

ekonomi maupun fasilitas umum. Peningkatan sarana dan prasarana ini akan 

berdampak pada terciptanya berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. 

Kemudian secara tidak sadar akan meningkatkan juga kesejahteraan 

masyarakatnya (Swandewi, 2014). Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

ini akan tampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

 Pembangunan ini akan menyebabkan perkembangan wilayah yang harus 

selalu dihadapi walaupun nantinya permasalahan akan selalu timbul. Salah satu 

model perkembangan yang saat ini tengah berkembang ialah pertumbuhan 

ekonomi dimana dalam pengukurannya menggunakan indeks pembangunan 

manusia. Dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan dibawah ini selama 5 tahun terakhir. 
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Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan 2016-2020 (Persen) 

Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ogan Komering Ulu 67,47 68,28 69,01 69,45 69,32 

Ogan Komering Ilir 65,44 66,11 66,57 66,96 66,82 

Muara Enim 66,71 67,63 68,28 68,88 68,74 

Lahat 65,75 66,38 66,99 67,62 67,44 

Musi Rawas 64,75 65,31 66,18 66,92 66,79 

Musi Banyuasin 66,45 66,96 67,57 67,83 67,69 

Banyuasin 65,01 65,85 66,40 66,90 66,74 

Ogan Komering Ulu 

Selatan 

63,42 63,96 64,84 65,43 65,30 

Ogan Komering Ulu 

Timur 

67,38 67,84 68,58 69,34 69,28 

Ogan Ilir 65,45 65,63 66,43 67,22 67,06 

Empat Lawang 64,00 64,21 64,81 65,10 65,25 

Pali 61,66 62,58 63,49 64,33 64,70 

Musi Rawas Utara 63,05 63,18 63,75 64,32 64,49 

Palembang 76,59 77,22 77,89 78,44 78,33 

Prabumulih 73,38 73,58 74,04 74,40 74,55 

Pagar Alam 65,96 66,81 67,62 68,44 68,31 

Lubuk Linggau 73,57 73,67 74,09 74,81 74,78 

Sumatera Selatan 68,42 68,86 69,39 70,02 70,01 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 

Dilihat pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi 

kenaikan secara signifikan terhadap IPM Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-

2020. Hal ini dibuktikan dengan angka IPM pada Tahun 2020 mencapai 70,01 

persen, ini termasuk kategori tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia. Selama 

sepuluh tahun terakhir ini IPM Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai salah 

satu provinsi dengan status tinggi. Kenaikan ini disertai juga dengan 

Kabupaten/Kota lainnya, seperti contohnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). 

 Kabupaten OKI merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi 

dalam pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum 

kinerja keuangan daerah Kabupaten OKI telah membaik dari tahun ke tahunnya 



 

5 
 

sedangkan untuk pembangunan manusia Kabupaten OKI masih tergolong dalam 

tingkatan sedang dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini untuk mengkaji 

lebih dalam lagi bagaimana kaitannya kinerja keuangan dan alokasi belanja 

daerah terhadap pembangunan manusia yang tergolong sedang di Kabupaten OKI 

tersebut. Apakah pembangunan manusia pada Kabupaten OKI telah disebut layak 

pada Provinsi Sumatera Selatan.  

 Sepanjang periode Tahun 2016-2020 Kabupaten OKI mengalami 

kemajuan yang pesat tiap tahunnya. Pertumbuhan IPM sepuluh tahun terakhir 

berkisar antara 0,89 persen. Indeks Pembangunan Manusia jika berdasarkan data 

BPS pada tahun 2020 untuk Kabupaten OKI yaitu berkisar 66,82, angka ini lebih 

tinggi dari Kabupaten Pali dan juga Musi Rawas Utara. Namun jika dibandingkan 

dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Muara Enim, Kabupaten OKI masih 

terbilang rendah. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah sehingga mulai 

menjalankan berbagai rencana yang nantinya dapat meningkatkan indeks 

pembangunan manusia Kabupaten OKI.  

Peningkatan indeks pembangunan manusia yang menjadi salah satu tolak 

ukurnya ialah pendapatan. Hal tersebut dikarenakan IPM berkaitan terhadap 

kesanggupan pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakatnya. Pendapatan 

yang dimaksud dalam ini berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah ini bersumber dari berbagai hal seperti pajak daerah, 

retribusi daerah, dan lain-lain. Sejalan pada otonomi bagi daerah pemerintah 

mulai membenahi terhadap hal pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik. Hal 

ini dapat diukur melalui analisis rasio keuangan. Dengan pengelolaan keuangan 
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daerah yang efektif ini akan berdampak pada target dan realisasi penerimaan suatu 

daerah.  

Apabila pengelolaan keuangan di suatu daerah telah dikatakan efisien dan 

efektif maka akan terjamin dalam hal ketersediaan dana pembangunan, sehingga 

tidak diragukan lagi kemandirian pada daerah tersebut. Indikator dalam penentuan 

tingkat kemandirian suatu daerah ada banyak, Pendapatan Asli Daerah menjadi 

salah satunya. Dapat diartikan kian bertambahnya penerimaan pendapatan asli 

daerah terhadap keseluruhan anggaran APBD, sehingga akan semakin 

menunjukkan bahwa daerah tersebut mandiri dalam hal biaya pembangunan 

daerahnya. Berikut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah) 

Kabupaten/K

ota 

PAD Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ogan 

Komering 

Ulu 104.632.393 81.066.359 159.534.222 124.996.326 160.910.882 

Ogan 

Komering Ilir 332.007.159 309.041.993 356.429.245 190.197.171 290.303.808 

Muara Enim 167.904.592 161.959.611 171.691.414 227.483.295 251.892.475 

Lahat 97.733.313 134.434.441 121.765.768 111.165.768 119.670.768 

Musi Rawas 105.070.861 115.000.000 121.862.955 140.435.954 154.244.636 

Musi 

Banyuasin 229.005.396 203.693.548 212.733.644 287.089.027 338.792.835 

Banyuasin 94.171.399 107.759.159 110.633.838 137.051.490 184.000.411 

Ogan 

Komering Ilir 

Selatan 41.160.000 42.495.000 41.950.500 47.423.500 66.233.819 

Ogan 

Komering Ilir 

Timur 53.116.781 64.785.581 73.129.729 90.524.777 107.866.679 

Ogan Ilir 170.505.159 283.501.664 203.562.236 113.830.663 179.192.297 

Empat 

Lawang 31.470.587 35.332.587 42.061.237 52.348.232 56.561.822 

Pali 32.898.492 56.924.053 82.956.713 93.629.781 114.458.107 

Musi Rawas 

Utara 26.428.531 34.120.458 35.659.028 54.630.672 56.214.544 

Palembang 

777.398.881 894.010.466 

1.055.615.4

07 

1.652.647.4

00 

1.844.718.8

37 

Prabumulih 89.087.000 104.330.028 114.058.001 96.498.000 105.670.425 

Pagar Alam 50.114.157 52.126.072 62.107.055 44.411.347 65.337.501 

Lubuk 

Linggau 77.465.291 82.747.948 114.914.956 92.050.000 98.035.966 

Sumatera 

Selatan 

2.733.329.6

40 

3.016.085.3

63 

3.607.819.1

14 

3.329.244.8

77 

4.051.157.6

68 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)  

Pada Tabel 1.2 yang disajikan di atas bisa diamati bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Sumatera Selatan mengalami kenaikan secara signifikan setiap 

tahunnya. Dari tahun 2016-2020 PAD sumsel mendapat peningkatan sebanyak 10 

persen. Peningkatan tersebut merupakan salah satu wujud baik bagi Provinsi 

Sumatera Selatan yang berarti maka pemahaman masyarakat akan pembangunan 



 

8 
 

daerah semakin tinggi baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2020 ini 

sendiri penerimaan PAD Sumatera Selatan telah mencapai 53 persen.   

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI dapat dilihat pada tabel 

sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan pendapatan 

daerah Kabupaten OKI telah melebihi target, yakni tercapai hingga Rp. 2,47 

triliun atau sebesar 102,31 persen, dari target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 

Rp. 2,42 triliun. Pendapatan daerah ini tidak hanya berasal dari pendapatan asli 

daerah, namun juga berasal dari dana perimbangan dan juga pendapatan lain yang 

sah. Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten OKI mulai melakukan program yang 

diberi nama RPJMD atau biasa disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, rencana tersebut dimaksudkan agar dapat dipakai hingga tahun 2024.  

Besarnya potensi pendapatan asli daerah ini juga akan berpengaruh 

terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah sendiri merupakan pengalokasian 

dana dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efesien, 

agar nantinya ini dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan 

pemerintah daerah. Meningkatnya pengalokasian belanja daerah terutama dalam 

bidang publik seperti di bidang kesehatan dan pendidikan akan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini berkaitan dengan pembangunan 

manusia (Amalia dan Purbadharmaja, 2014). 

Belanja daerah juga merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan dari 

pemerintah daerah yang digunakan dalam melangsungkan urusan pemerintah serta 



 

9 
 

ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan bentuk 

asas desentralisasi. Besaran nominal dalam belanja ini nantinya meningkatkan 

spekulasi dalam pengeluaran pemerintah daerah, sehingga merespon perubahan 

transfer secara seimbang dan juga selaras. Belanja daerah ini pada dasarnya 

merupakan salah satu faktor dimana kaitannya atas beberapa sumber seperti 

pembiayaan daerah, baik merupakan penerimaan sendiri ataupun pemerintah pusat 

(Sasana, 2011).  

Pengelolaan dalam keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila 

pemerintah tersebut lebih mementingkan belanja publik dalam pengalokasian 

anggarannya terhadap kepentingan masyarakat. Dilihat dari alokasi belanja 

pemerintah pengalokasian terhadap publik masih dikategorikan rendah, karena 

alokasi terhadap belanja rutin lebih diutamakan. Seharusnya dalam hal 

pembangunan daerah belanja publik merupakan faktor terbesar dalam 

pelaksanaannya (Astri et al, 2013). Di bawah ini data realisasi belanja daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020: 
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Tabel 1.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan 2016-2020 (Jutaan Rupiah) 

Kabupaten/ 

Kota 

Realisasi Belanja Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ogan 

Komering 

Ulu 1.160.526.144 1.381.958.362 760.512.363 1.554.158.811 1.593.574.707 

Ogan 

Komering 

Ilir 1.979.334.457 2.108.707.776 1.918.481.264 2.369.154.292 2.641.937.247 

Muara Enim 2.114.999.332 2.250.529.365 1.248.573.316 2.992.193.667 2.648.594.396 

Lahat 1.798.753.635 1.760.995.603 1.154.747.529 2.017.843.694 2.042.838.727 

Musi Rawas 1.526.168.542 1.342.247.690 837.705.439 1.870.283.441 1.715.134.484 

Musi 

Banyuasin 2.625.127.073 2.619.480.026 1.252.566.396 3.647.212.439 3.280.012.719 

Banyuasin 1.841.970.608 1.965.798.487 1.191.062.354 2.424.700.452 2.439.267.393 

Ogan 

Komering 

Ilir Selatan 1.190.079.830 1.167.165.059 623.056.440 1.437.166.894 1.474.649.050 

Ogan 

Komering 

Ilir Timur 1.517.697.966 1.582.392.014 997.644.838 1.977.249.387 1.835.870.780 

Ogan Ilir 1.102.973.684 1.355.054.713 779.503.738 1.573.955.101 1.673.563.868 

Empat 

Lawang 778.394.497 891.225.884 461.865.103 1.051.261.964 1.102.392.038 

Pali 805.158.530 958.608.706 341.871.187 1.597.609.676 1.421.336.575 

Musi Rawas 

Utara 720.301.759 726.662.732 285.888.750 1.067.473.094 1.126.213.917 

Palembang 2.915.966.126 3.141.848.659 1.577.065.170 3.968.206.721 4.679.521.118 

Prabumulih 891.296.683 865.157.189 393.555.885 1.176.142.036 1.028.921.334 

Pagar Alam 798.330.318 743.588.153 326.572.260 810.513.323 741.302.071 

Lubuk 

Linggau 809.943.067 871.199.390 440.522.609 944.032.235 984.357.610 

Sumatera 

Selatan 4.962.572.331 6.409.386.593 5.028.800.192 9.618.074.514 10.541.651.135 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

 Pada Tabel 1.3 realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Selatan dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah telah 

merealisasikan anggaran belanja ke masyarakat dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dari tahun 2017 

realisasi belanja daerah sebesar Rp. 4.962.572.331 kemudian naik mencapai Rp. 



 

11 
 

10.541.651.135. Kenaikan ini sebesar 20,7 persen. Untuk Kota Palembang sendiri 

realisasi belanja daerah pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan, 

namun terjadi penurunan di tahun 2018 yaitu menjadi sebesar Rp. 1.577.065.170, 

yang awalnya dari Rp. 3.141.848.659 pada tahun 2017. Untuk tahun selanjutnya 

yaitu tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, kenaikan ini sebesar 12,6 

persen. 

 Realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah 

mencapai sejumlah 31,7 persen, realisasi ini menfokuskan pada pembahasan 

untuk merealokasi akan adanya wabah Corona yang tengah mewabah. Sehingga 

pemerintah daerah telah melakukan berbagai pertimbangan skala prioritas 

berbagai macam dana antisipasi untuk tetap melakukan segala kegiatan ekonomi 

tanpa adanya terhambat dari apapun. Besaran dalam mengantisipasi wabah 

tersebut menyesuaikan dengan segala kondisi dan ketidakstabilan dari 

perkembangan wabah Corona tersebut. 

 Realisasi belanja pemerintah di Kabupaten OKI sepanjang tahun tersebut 

terus mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini sebesar 7,49 persen. Namun bila 

dilihat lebih seksama pada tabel realisasi belanja daerah, untuk tahun 2018 

realisasi belanja daerah mengalami penurunan. Penurunan realisasi belanja daerah 

pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.981.481.264 atau 84,62 persen dari anggaran, 

ini dikarenakan adanya perubahan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten OKI baik dalam hal penambahan nilai anggaran pendapatan dan 

belanja dan pergeseran nilai antar jenis belanja daerah. Penambahan dan 

pergeseran tersebut ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD karena 
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penambahan dan perpindahan meliputi perpindahan antar OPD, kegiatan, dan 

jenis belanja.   

 Belanja daerah yang telah digunakan sebelumnya akan dikelola untuk 

mengetahui apakah ada keseimbangan yang terdapat di belanja tersebut hal ini 

disebut sebagai keserasian belanja. Seluruh hasil belanja daerah tersebut akan 

menunjukkan keseimbangan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yang sudah dikelola satu tahun terakhir, dalam keserasian belanja ini juga 

mampu memperlihatkan ada atau tidaknya kesamaan terhadap pengelolaan dana 

daerah yang dimiliki (Abdal et al, 2018). Dalam hal  ini apabila hasil yang keluar 

tidak sesuai dengan target pemerintah maka pemerintah akan mulai melakukan 

pembenahan untuk target selanjutnya.  

 Pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap rencana belanja 

daerah akan mementingkan otoritas pembangunan yang nantinya dapat 

menciptakan berbagai kondisi yang kondusif bagi masyarakat. Dilakukan melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonnomi yang dapat dilihat melalui laju pertumbuhan 

PDRB daerah tersebut. Pengalokasian belanja daerah memiliki tujuan menaikkan 

jalannya kegiatan ekonomi dan meningkatkan berbagai fasilitas publik. 

Berikut disajikan data laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar 

harga konstan Kabupaten OKI Tahun 2016-2020. 

 

 



 

13 
 

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan Kabupaten OKI Tahun 2016-2020 (Persen) 

Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB Menurut 

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Konstan (Persen) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,25 2,58 2,79 3,52 0,93 

Pertambangan dan Penggalian 7,33 8,54 15,36 12,04 2,24 

Industri Pengolahan 10,86 12,08 16,00 10,34 2,88 

Pengadaan Listrik dan Gas 17,23 4,90 5,18 7,38 6,22 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

1,49 4,08 7,98 8,92 0,30 

Konstruksi 9,40 9,64 6,02 7,37 0,58 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

11,82 9,65 10,55 8,67 6,24 

Transportasi dan Pergudangan 8,76 10,50 9,71 8,87 1,13 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,97 11,48 11,57 7,11 4,76 

Informasi dan Komunikasi 11,43 11,51 9,50 11,94 6,16 

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,36 2,71 0,86 0,36 1,30 

Real Estate 11,53 9,01 8,02 8,95 2,14 

Jasa Perusahaan 8,65 9,55 8,13 9,53 1,23 

Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

-0,08 11,05 3,01 1,87 1,09 

Jasa Pendidikan 4,30 2,32 4,04 5,35 3,25 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,29 3,31 2,51 6,52 3,24 

Jasa Lainnya 7,25 9,24 8,02 10,31 2,15 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL 

BRUTO 

4,47 5,11 4,94 5,08 3,37 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten OKI 

Jika dilihat pada Tabel 1.4 laju pertumbuhan Kabupaten OKI mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

berkontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ini selama 5 

tahun terakhir sebesar -19,82 persen. Bukan hanya dari sektor industri saja, sektor 

lain seperti sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 

serta masih banyak sektor lainnya. Masing-masing sektor tersebut mengalami 

pertumbuhan sebesar – 28,24 persen, -23,60 persen, dan -14,76 persen. 
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 Perekonomian masyarakat di Kabupaten OKI selama 5 tahun terakhir ini 

telah berdampak baik bagi pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan. Sumbangan 

pertumbuhan dari Kabupaten OKI relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

Kabupaten atau Kota di Sumatera Selatan lainnya. Pertumbuhan ini banyak 

disumbang oleh sektor pertanian, Kabupaten OKI sendiri merupakan salah satu 

kabupaten dengan produktifitas petani padi tertinggi di Sumsel.  

 Pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan produktifitas pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan 

disesuaikan dengan teknologi canggih yang dapat mempermudah pekerjaan 

petani. Pemerintah melalui program yang dibuatnya yaitu program serasi , 

melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan lahan rawa yang sebelumnya 

dibiarkan terbengkalai menjadi lahan sawah yang lebih produktif.  

 Sektor pertanian Kabupaten OKI menjadi sektor unggulan. Sehingga 

sektor ini menjadi prioritas bagi pemerintah untuk dapat terus dikembangkan. 

Sektor ini nantinya dapat menjadi salah satu penunjang penting dalam 

perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor 

perdagangan dan sektor-sektor lainnya. Maka Kabupaten OKI menjadi salah satu 

daerah yang memiliki potensial dengan sektor unggulannya, diharapkan 

pemerintah dapat lebih mengelola  dan menggali potensi yang menjadi sumber 

pendapatan di Kabupaten OKI (Yulianita, 2009). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian adalah: Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan 

daerah dan alokasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2011-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat ditentukan 

bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh kemandirian 

keuangan daerah dan alokasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2011-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat menjadi materi referensi dan kajian bagi penelitian 

yang lebih dalam dan kompleks lagi terhadap pensejahteraan 

kamampuan yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam 

penentuan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya di 

Kabupaten Ogan Kome ring Ilir. 

3. Menjadi objek bacaan untuk pelajar ataupun mahasiswa yang ingin 

mengetahui efektivitas kemandirian keuangan daerah dan keserasian 

alokasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk 

memperbanyak pengetahuan dan juga pengalaman bagi peneliti dalam 

halnya penerapan atas masalah yang dihadapi secara nyata nantinya dan 

menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya sebagai salah satu 

penambah wawasan. 
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